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1. Dokumen 

pertanggung 

jawaban 

belum disusun 

rapi (dapat 

dilihata 

dikriteria) 

Telah disusun berdasarkan 

kriteria :GUPSP2D-SPM-SPP-

DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-

SSPajak 

 



  



 



  

 



 

 

 



 

 



2. Kuitansi 

pemeliharaan 

kendaraan 

dinas pada  

bulan Mei 

2022 belum 

ditandatangani 

oleh 

Penanggungja

wab 

kendaraan 

Telah ditandatangani oleh 

penanggung jawab kendaraan 

dinas sesuai dengan pejabat 

yang telah di-SK kan 

  



3. Spd halaman 

2 pada  belum 

ditanda 

tangani PPK 

Spd lembar ke-2 telah 

ditandatangani Pejabat 

Pembuat Komitmen 

 



 



4. Pada lembar 

kuitansi belum 

ditanda 

tangani 

pejabat 

penerima hasil 

Kuitansi pembelian dan 

pemeliharaan telah 

ditandatangani pejabat 

penerima hasil 

  



5. Pada kuitansi 

daya dan jasa 

belum 

dibubuhkan 

tanda tangan 

bendahara, 

ppk dan 

penerima hasil 

Kuitansi daya dan jasa telah 

disahkan oleh bendahara, 

pejabat pembuat komitmen dan 

penanggungjawab penerima 

barang/hasil 

 



 

 

 

 

 



 6. Pada kuitansi 

bantuan sewa 

rumah dinas , 

dengan nilai 

diatas 

Rp.2.000.000,

- (Dua Juta 

rupiah) belum 

ditemukan 

pembayaran 

PPN 

Untuk pembayaran sewa rumah 

dinas hakim periode berikut nya 

akan dibayarkan per-bulan dan 

dipungut PPh 4 ayat 2 

 - 

7. Pada kuitansi 

rumah dinas 

yang di data 

NPWP ditulis 

NPWP hakim 

seharusnya 

NPWP pemilik 

rumah jika 

tidak ada 

NPWP satuan 

kerja 

Untuk pembayaran sewa rumah 

dinas hakim periode berikut nya 

akan digunakan  NPWP pemilik 

rumah untuk pembayaran PPh 4 

ayat 2 

 - 



8. Kuitansi 

pengadaan 

atk dan 

pemeliharaan 

peralatan 

mesin  yang 

dicetak oleh 

sakti tertera 

nama 

pegawai, 

seharusnya 

nama pemilik 

toko atau 

bengkel yang 

bersangkutan 

 Kuitansi pengadaan atk dan 

pemeliharaan peralatan mesin 

sudah diperbaharui dengan 

mencantumkan nama pemilik 

toko atau bengkel yang 

bersangkutan 

 



 

 


